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BABIV
PENUTUP

Rerdasarkan perumusan masalah dan pembahasan sebagaimana dijelaskan

4alam bab-bab sebelumnya, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
A. Kesimpulan
]. Analisis Yunsdls Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik berdasarkan
Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE) adalah Pengakuan terhadap bukti elektronik sebagai alat
bukti yang dapat diajukan ke pengadilan dan diakui sah sebagai alat buki,
sudah dilakukan sejak tzhun 1977 melalui Undang Undang Dokumen
Pausnhaanymgmmmtukanbahwamikmﬁhnyangbeﬁsimkmnan
dokumen suatu perusahaan dapat diajukan scbagai alat bukti di Pengadilan
bilakclakﬁmbdgugntm-?en@kmnteﬂmdapbukﬁclcku‘onikinisemakjn
dipertegas dengan diundangkannya Undang Undang ITE yang mengatur
bukti elek&onikaccamteysdmmgakuinyascbagaialatbukﬁynngsah
dizjukan ke Pengadilan. Pengaturan hukti elektronik sebagai alat bukti yang
ahdidalm[}ndmgUndmngEilﬂmerl.paknnpmzaumdalambenmk
hukum materiil yang di dalamnya juga mengatur hukum acara’hukum formal.
Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Pembuktian di Indonesia
adalsh Kedudukan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik
serta hasil cetaknya dalam pembuktian perkara pidana, diantaranya Undang-
undang Nomer § Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Undang-undang
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